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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait Mekanisme Seleksi

Jabatan Pelaksana Operator Komunikasi di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian

dan Pertolongan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1.

Seleksi Administrasi yang dilakukan dengan persyaratan dan kriteria untuk
jabatan pelaksana operator komunikasi sudah terdapat dan dijelaskan di
Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,
seleksi administrasi tersebut dilakukan dengan sistem online melalui SSCASN.
Pelaksanaan seleksi administrasi masih terdapat kendala dalam pelaksnaannya
yaitu dari sisi verifikasi berkas seperti kesulitan membedakan dokumen yang
asli atau palsu yang diunggah oleh pelamar dan kendala lainnya dari sisi
penanganan sanggah dalam seleksi administrasi yang mana tim seleksi
kesulitan dalam menjawab sanggah yang banyak serta keterbatasan waktu
dalam menjawab.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan menggunakan sistem computer
assisted test (CAT) yang dilaksanakan oleh BKN serta pembuatan soal untuk
tes SKD tersebut dilakukan oleh BKN serta fasilitas yang diberikan pada saat
SKD sudah diberikan seperti sudah tersedianya komputer untuk pelaksanaan
tes sehingga peserta tidak perlu membawa komputer sendiri, akan tetapi masih
terdapat kendala dalam pelaksanaan SKD dari sisi pengawasan yang mana tim
pusat tidak dapat ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan tes SKD yang sedang
berlangsung.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan untuk jabatan pelaksana
operator komunikasi belum terdapat seleksi kompetensi bidang berupa CAT,
yang mana seleksi tersebut sebagai salah satu seleksi untuk menilai

pengetahuan dan kompetensi terkait jabatan pelaksana operator komunikasi,
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selain itu tes wawancara yang dilakukan tidak memuat pertanyaan seputar
pengetahuan pelamar terkait jabatan pelaksana operator komunikasi tersebut
SKB-CAT tidak dilakukan dikarenakan tidak adanya bank soal untuk jabatan
pelaksana operator komunikasi yang diberikan oleh BKN, selain itu seleksi
wawancara yang dilakukan hanya pertanyaan umum seputar pengetahuan
peserta tentang BASARNAS dan komitemen peserta saja, sehingga tahapan
seleksi yang terdapat didalam SKB masih belum relevan untuk menilai
pengetahuan dan kompetensi calon pegawai untuk jabatan pelaksana operator
komunikasi, selain itu seleksi kesamaptaan A yang dilakukan BASARNAS
digunakan untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki kondisi fisik yang
sehat dan bugar meskipun pelaksanaan tugas jabatan pelaksana operator
komunikasi tidak banyak menggunakan fisik, akan tetapi dikarenakan
BASARNAS salah satu lembaga teknis yang mana mengharuskan pegawainya
memiliki kondisi fisik yang sehat, kuat, dan bugar untuk itu dilakukannya
seleksi kesamaptaan A. Seleksi Kesamaptaan A yang terdapat di dalam SKB
dibutuhkan dalam seleksi BASARNAS, meskipun tugas jabatan operator
komunikasi minim penggunaan fisik, akan tetapi dikarenakan Basarnas
lembaga yang berupa teknis sehingga dalam pengadaan diperlukan fisik yang
bugar yang nantinya dapat membantu apabila terdapat bencana yang
membutuhkan personil yang banyak yang nantinya akan diambil dari pegawai
non rescuer juga. Masih terdapat kendala lain dalam tes SKB seperti mekanisme
penilaian SKB yang dilakukan BASARNAS dalam pengolahan penilaian masih
menggunakan manual atau masih menggunakan kertas dalam pelaksanaan

penilaian setiap tes SKB, sehingga tinggi resiko kehilangan kertas penilaian.
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B. Saran

Dari hasil dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yaitu:

1.

Seleksi administrasi yang dilakukan BASARNAS sudah baik perlu adanya
peningkatan khusunya pada bagian verifikasi berkas yang mana dalam
verifikasi berkas sulit menentukan keaslian dokumen yang diunggah oleh
pelamar hal ini dapat masih menjadi kendala BASARNAS dalam
mengidentifikasi berkas diperlukannya dokumen pelamar di website-website
resmi milik pemerintah seperti dalam menentukan ijazah yang diupload
BASARNAS dapat melakukan pengecekan di website PDDikti (Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi) milik Kemendikbud dan masih terdapat kendala lain
di BASARNAS dalam penanganan sanggah yang mana tim kesulitan dalam
menjawab sanggah yang banyak, sehingga diperlukannya pembagian tugas
kepada tim serta dapat menambah anggota tim untuk membantu menjawab dan
menanganisanggah peserta dalam seleksi administrasi.

Seleksi kompetensi dasar yang dilakukan BASARNAS sudah baik perlu adanya
peningkatan saja dalam sisi pengawasan dalam pelaksanaan tes SKD yang
mana tim pusat tidak bisa ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan tes SKD
yang sedang berlangsung, sehingga BASARNAS perlu mengkoordinir
pembagian tim pusat yang akan melakukan pengawasan untuk membantu
mengawasi dalam pelaksanaan tes SKD berlangsung.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan untuk jabatan pelaksana
operator komunikasi belum terdapat SKB berupa CAT hal ini dikarenakan tidak
terdapat bank soal untuk jabatan tersebut, untuk itu BASARNAS dapat
melakukan kordinasi dengan BKN terkait pembuatan bank soal untuk jabatan
pelaksana operator komunikasi. Selain itu dalam seleksi untuk jabatan
pelaksana operator komunikasi perlu diadakannya seleksi untuk menilai
pengetahuan dan kompetensi, hal ini bisa dilakukan di dalam seleksi
wawancara untuk menanyakan teknis terkait jabatan pelaksana operator
komunikasi, sehingga saat seleksi wawancara tidak hanya wawancara terkait

pertanyaan umum saja yang mengenai  pengetahuan pelamar terkait
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BASARNAS dan komitmen pelamar siap atau tidak bekerja di BASARNAS
tetapi juga bisa menanyakan mendetail ke teknis terkait jabatan pelaksana
operator komunikasi sehingga nantinya pewaancara dapat mengetahui
pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki pelamar terkait jabatan tersebut.
Dalam pelaksanaan tes SKB masih terdapat kendala dalam sisi penilaian untuk
itu BASARNAS perlu membuat sistem penilaian dengan memanfaaatkan
teknologi seperti sistem penilaian dapat dilakukan menggunakan Google form
untuk mengimput nilai peserta, sehingga memudahkan saat penilaian nilai tes

tersebut dapat langsung di kelola.
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